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ABSTRAKPengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang dan barang pada pengangkutanudara, diatur dalam Undang-undang, perjanjian, dan kebiasaan. Hukum pengangkutan udaraadalah bersifat keperdataan, ketentuan pengangkutan udara yang dijumpai dalam hukum udarapositif di Indonesia adalah : Ordonansi Pengangkutan Udara Stbl. 1939 No. 100, Undang-undangNo. 1 Tahun 2009, dan Undang-undang No.8 Tahun 1999.  Tanggung jawab pengangkut terhadapkeselamatan penumpang dan barang dalam pelaksanaan pengangkutan udara berdasarkan
Prinsip presumption of liability/ presumtion of fault/ presumtion of negligence pengangkutbertanggung jawab untuk kerugian yang diderita oleh penumpang atau seorang pengirim barangkarena penumpang terluka, tewas, bagasinya rusak atau hilang, atau rusaknya barang kirimandan keterlambatan datang. Sedangkan Prinsip limitation of liability tanggung jawab pengangkutdibatasi sampai jumlah tertentu, Prinsip ini mendorong pengangkut untuk menyelesaikanmasalahnya dengan jalan damai. Dan Prinsip absolute liability atau strict liability Pengangkutdianggap selalu bertanggung jawab tanpa ada kemungkinan membebaskan diri kecuali kalau yangdirugikan bersalah atau turut bersalah dalam timbulnya kerugian pada dirinya. Ganti rugi yangdiberikan oleh pengangkut udara adalah sejumlah nominal uang sebagai bentuk tanggung jawabatas terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kematian maupun luka, kehilangan bagasi danketerlambatan penerbangan. Upaya hukum bagi penumpang pengangkutan udara yang merasaatau mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaanpenerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalurpengadilan dan jalur di luar pengadilan.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Pengangkutan Udara, Upaya Hukum.

ABSTRACT

The arrangements regarding the legal protection of passengers and goods on the transport of
air, is set out in legislation, agreements, and habits. The air transport law is keperdataan, the
provision of air transport to be found in the laws of positive air in Indonesia are: Air
Transportation Ordinance Stbl. 1939 No. 100, law No. 1 of 2009, and the Statute No. 8 1999. The
responsibility of carrying on the safety of passengers and goods in the implementation of air
transportation The principle of presumption of liability /presumtion of/ presumtion fault of
negligence. The carrier is responsible for loss suffered by passengers or goods because the
sender of a passenger wounded or killed, his baggage or damaged or lost, or damage to goods
transfers and the delay in coming, while the principle of limitation of liability. The responsibility
of the carrier is limited to a certain amount, this principle which encourages the carrier to
resolve the problem by peaceful means. And the principle of absolute liability or strict liability.
The carrier is considered to be always responsible without any possibility of freeing themselves
unless the aggrieved innocent or were responsible for the losses on him. Compensation given by
air carriers is a number of nominal value of money as a form of responsibility for accidents that
caused deaths or injuries, lost baggage and flight delays.  Legal efforts for passenger  who feel or
losses can file a lawsuit or claim to the airline, lawsuit or dispute settlement can be reached
through two channels, namely the courts and lanes outside the court.
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I. PendahuluanPerkembangan transportasi udaradewasa ini mengalami pertumbuhan yangsangat pesat. Indonesia sebagai negarakepulauan dan negara yang sedangberkembang dalam menjalin hubungandengan luar negeri maka Indonesia sangatmembutuhkan jasa pengangkutan untukmenghubungkan pulau yang satu denganpulau yang lain dan negara lain. Kondisi dankeadaan seperti itulah yang mengakibatkanjasa pengangkutan menjadi sangat penting.1Disebutkan bahwa pertumbuhanpenumpang angkutan udara di Indonesiasecara rata-rata dari tahun 2009 sampaidengan  2012 sebesar 18,31%. Pada tahun2013 lalu, penerbangan Indonesia telahmengangkut lebih dari 85 juta penumpangke berbagai daerah. Kualitas pelayananbandara harus comply dengan StandarInternasional Keselamatan Penerbangan.Kementerian perhubungan targetkan tahun2015 sistem penerbangan sudah terintegrasitarget 2025 sistem keamanan di semuabandara sudah terintegrasi. 2 Dari haltersebut dapat diketahui bahwapengangkutan memegang peranan pentingdalam pembangunan. Maka dari itu peranpengangkutan diharapkan dapatmemberikan jasa sebaik mungkin sesuaidengan fungsinya, yaitu memindahkanbarang maupun orang dari satu tempat ketempat lain dengan maksud untukmeningkatkan daya guna dan nilai.3 Semakinbertambahnya maskapai penerbangan dalamkurun waktu kurang lebih 15 (lima belas)tahun terakhir ini  di satu sisi memberikandampak  positif  bagi masyarakat penggunajasa penerbangan, yaitu banyak pilihanpenerbangan dengan berbagai ragampelayanannya, dengan semakin banyaknyamaskapai penerbangan telah menciptakankompetisi antara maskapai penerbangan
1 Soekardono R, 1981, Hukum Dagang

Indonesia jilid 11, (Rajawali Press, Jakarta),halaman 4
2Kemenhub Targetkan Tahun 2015 Sistem

Penerbanganhttp://hubud.dephub.go .id/ ?id
/news/detail/2260:  diakses tanggal 9 Mei 2014.3H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok
Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Djambatan,1991 ), halaman 1

yang satu dengan maskapai penerbanganlainya yang pada akhirnya muncullahpersaingan dengan mengeluarkan tiketmurah yang diburu masyarakat secaraantusias, tanpa memperhatikan keselamatan,kenyamanan. Kewajiban utama pengangkutadalah "menyelenggarakan" pengangkutandari tempat asal ketempat tujuan.Pengangkut juga berkewajiban menjagakeselamatan barang atau penumpang yangdiangkutnya hingga sampai di tempat tujuanyang diperjanjikan. Sebaliknya pengangkutjuga berhak atas ongkos angkutan yang telahia selenggarakan.Menurut Prof. Subekti perjanjianpengangkutan adalah suatu perjanjian,dimana satu pihak menyanggupi untukdengan aman membawa orang atau barangdari satu tempat ke tempat lain sedangkanpihak yang lain menyanggupi akanmembayar ongkosnya.4Secara historis, dasar hukumtuntutan ke maskapai bila terjadi kecelakaanialah Konvensi Chicago 1944, yangmerupakan hasil penggabungan KonvensiParis 1919 (Convention Relating to the
Regulation of Aerial Navigation) yangditandatangani 27 negara, Konvensi PanAmerika 1927 yang berlaku di negara-negarabagian Amerika, dan Konvensi LiberiaAmerika 1929 yang merupakan perjanjianpenerbangan di negara-negara AmerikaLatin. Ketentuan hukum penerbangan lainyang tidak kalah pentingnya ialah KonvensiWarsawa 1929, yang mengaturpertanggungjawaban maskapai dalampenerbangan Internasional. KonvensiWarsawa ini menjadi tonggak sejarahmunculnya prinsip presumption of liabilitydan limitation of liability. Kedua prinsip itupada intinya menyatakan bahwa pengangkutbertanggung jawab atas kerugian yangdiderita penumpang, kecuali jika pengangkutdapat membuktikan bahwa kerugian(kecelakaan) tersebut bukan karenakesalahannya.Bila tidak, maskapai harusmemberikan ganti rugi dengan sejumlahuang pengganti.Meskipun barang bawaanpenumpang bukan termasuk dalam obyeksuatu perjanjian pengangkutan orang dengan

4R. Subekti, Hukum Perjanjian,( PTInternasional, Jakarta, 1985), halaman 1
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pihak pengangkut, tetapi pada kenyataannyabanyak penumpang yang membawa barangangkutan, baik yang dibawa sendiri ataupunyang dimasukkan dalam bagasi pesawat,yang kemudian menjadi suatu permasalahan.Tanggung jawab pengangkut udara diaturdalam beberapa pasal di Ordonansi PesawatUdara Stb.1939-100 yaitu yang secarakhusus mengatur tentang kegiatanpenerbangan komersial domistik adalah
Luchtvervoer ordonantie (Stbl. 1939:100)atau ordonansi 1939 yang biasa disingkatOPU 1939.Secara teoritis perjanjianpengangkutan merupakan suatu perikatandimana satu pihak menyanggupi untukdengan aman membawa orang atau barangdari suatu tempat ke tempat lain sedangkanpihak lainnya, menyanggupi untukmembayar ongkosnya. 5 Kewajibanpenumpang adalah membayar ongkospengangkutan yang telah ditetapkanbesarnya, dan menjaga barang-barang yangberada dibawah pengawasannya,melaporkan jenis-jenis barang yang dibawaterutama barang-barang yang berkategoriberbahaya. Ketentuan tersebut juga berlakudi dalam kegiatan pengangkutan atautransportasi udara, dalam hal ini pengangkutatau maskapai penerbangan berkewajibanuntuk mengangkut penumpang dengan amandan selamat sampai di tempat tujuan secaratepat waktu, dan sebagai konpensasi daripelaksanaan kewajibannya tersebut makaperusahaan penerbangan mendapatkanbayaran sebagai ongkos penyelenggaranpengangkutan dari penumpang.6Terkait dengan keterlambatanangkutan udara, maka Undang-undang  No.1 Tahun 2009 mengatur tentangPenerbangan menjelaskan definisiketerlambatan yaitu sebagai “terjadinyaperbedaan waktu antara waktukeberangkatan atau kedatangan yangdijadwalkan dengan realisasi waktu

5R. Subekti, Aneka Perjanjian,(Bandung: PT Citra Aditya, 1995), halaman69 6 Ahmad  Zazili, Perlindungan Hukum
Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara
Niaga Berjadwal Nasional, (2008)halaman 11

keberangkatan atau kedatangan”7 Jenis-jenisketerlambatan kemudian diperjelas dalamPeraturan Menteri Perhubungan No. 77Tahun 2011 tentang Tanggung JawabPengangkut Angkutan Udara, keterlambatanterdiri dari:8a. Keterlambatan penerbangan (flight
delayed);b. Tidak terangkutnya penumpang denganalasan kapasitas pesawat udara (denied
boarding passenger); danc. Pembatalan penerbangan (cancelation of
flight).Dalam hal terjadi keterlambatanpenerbangan (flight delayed), ganti rugi yangwajib diberikan oleh maskapai penerbangankepada penumpang, sebelumnya telah diaturdalam Pasal 36 Peraturan MenteriPerhubungan Nomor. 25 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan AngkutanUdara. 9 Kemudian pemerintah melengkapiketentuan ganti rugi dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor77 Tahun 2011. Memang dalam beberapakondisi sebagaimana tersebut di atas,penumpang berhak dipindahkan kepenerbangan lain (mendapat tiketpenerbangan lain), selain mendapatkanmakanan dan minuman. Namun demikian,pengangkut dibebaskan dari tanggung jawabatas ganti kerugian akibat keterlambatanpenerbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 huruf (a), dan pasal 13 ayat 2 danayat 3 yang disebabkan oleh faktor cuacadan/atau teknis operasional. 10 Yangdimaksud faktor cuaca dan teknisoperasional dijelaskan dalam penjelasanPasal 146 Undang-undang Penerbangan.11

7Republik Indonesia, Undang- UndangNomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal1 angka 308Peraturan Menteri Perhubungan Nomor77 Tahun 2011, Pasal 9 ayat ( 2)9Republik Indonesia, Undang- UndangNomor 25 Tahun 2008  tentang PenyelengaraAngkutan Udara, Pasal 3610Peraturan Menteri PerhubunganNomor 77 Tahun 2011, Pasal 13 ayat (1)11. Republik Indonesia, Undang- UndangNomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,Pasal146
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Selain persoalan keterlambatanpelaksanaan pengangkutan udara yangterkadang melebihi batas toleransi,kecelakaan penerbangan juga selalumenimbulkan kerugian bagi penumpang,khususnya berkenaan dengan tanggungjawab perusahaan penerbangan ataupengangkut (carrier) terhadap penumpangdan pemilik barang baik sebagai para pihakdalam perjanjian pengangkutan maupunsebagai penumpang, Tidak ada upaya hukumyang dapat dilakukan terhadappermasalahan tersebut.12Pada prinsipnya kegiatanpengangkutan udara merupakan hubunganhukum yang bersifat perdata, namun dalamhal ini diperlukan campur tanganpemerintah dalam kegiatan pangangkutanudara yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungandengan kegiatan pengangkutan udarasehingga kepentingan penumpang sebagaipengguna jasa transportasi udara dapatterlindungi. Walaupun perjanjianpengangkutan harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum dari hukumperjanjian Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata), akan tetapi oleh undang-undangtelah ditetapkan berbagai peraturan-peraturan  khusus yang bertujuan untukmelindungi kepentingan umum danmembatasi kebebasan dalam hal membuatperjanjian pengangkutan, yaitu meletakkanberbagai kewajiban khusus kepada pihaknyapengangkut yang tidak boleh disingkirkandalam perjanjian.13 Berkenaan dengan haltersebut menurut Sri Redjeki Hartono 14bahwa negara mempunyai kewajiban untukmengatur agar kepentingan-kepentinganyang berhadapan harus dapat dipertemukandalam keselarasan dan harmonisasi yangideal. Dalam menyelenggarakanpengangkutan udara pengangkut udara
12 Ridwan Khairandy, Tanggung Jawab

Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab
Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen
Angkutan Udara, (Jakarta: Jurnal Hukum BisnisVol 25, 2006) halaman  20-21.13R. Subekti, Op cit halaman  7114Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi
Indonesia, (Malang: Bayu Media, 2007), halaman132

harus mengangkut  penumpang dan barangyang diangkutnya akan selamat sampai ditempat tujuan, dengan demikian pengangkutudara bertanggung jawab atas kerugiansebagai akibat dari pengangkutan udarayang menimpa penumpang manapun.
II. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang tersebutdiatas, maka dirumuskan permasalahansebagai berikut:1. Bagaimana pengaturan mengenaiperlindungan hukum terhadappenumpang dan barang padapengangkutan udara?2. Bagaimana tanggung jawabpengangkutan udara terhadapkeselamatan penumpang dan barangdalam pelaksanaan pengangkutanudara?3. Bagaimana upaya hukum yang dapatditempuh oleh penumpang yangmengalami kerugian dalam kegiatanpengangkutan udara, baik mengenaijumlah ganti rugi yang diberikanmaupun tata cara penyelesaiantuntutan ganti rugi, serta hubungannyadengan ansuransi pengangkutan udara?
III. Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat PenelitianPenelitian hukum merupakan upayauntuk mencari dan menemukanpengetahuan yang benar mengenai hukum.Mencari dan menemukan itu tentu saja adacaranya, yaitu melalui metode. 15 Dalampenelitian ini menggunakan penelitiannormatif, yaitu melakukan kajian terhadapberbagai peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan perlindungan hukumterhadap penumpang pada transportasiudara. Penelitian hukum normatif ataupenelitian hukum kepustakaan adalahpenelitian hukum yang dilakukan dengancara meneliti bahan pustaka atau bahansekunder belaka. 16 Di dalam penelitian
15 M. Syamsudin, Operasionilasasi

Penelitian Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers),halaman 2116Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
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hukum normatif, maka penelitian terhadapasas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau bersikap tidakpantas.17
B. Metode PendekatanPendekatan masalah dalampenelitian ini mempergunakan beberapapendekatan dalam memecahkan masalah,yaitu dengan menggunakan pendekatanperundang-undangan (the statute approach.).Disamping itu digunakan pendekatananalisis konsep hukum yaitu mengutippandangan-pandangan atau pendapat paraahli yang terdapat pada buku-buku atauliteratur yang relevan dengan permasalahanyang diteliti (analytical and conceptual

approach) atau bahan hukum sekunder.Pendekatan ini juga mencari pembenaranatas suatu teori hukum atau azas-azas yangdapat digunakan dalam penelitian ini.
C. Teknik Pengumpulan DataData yang digunakan dalampenelitian ini, adalah data sekunder.Pengumpulan data sekunder dilakukandengan menggunakan metode kepustakaan(library studies) atau dikenal juga dengannama studi dokumen. Data sekunder berupabahan hukum primer yang akan dikajiberupa peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan perlindungan hukumterhadap penumpang dalam pengangkutanudara.
D. Prosedur pengambilan dan

pengumpulan dataPenelitian ini mempergunakanteknik pengumpul data, berupa studidokumen untuk memperoleh data sekunderyang terdiri atas :a. Bahan hukum primer, yaitubahan-bahan hukum yangmengikat, seperti peraturanperundang-undangan yangberkenan dengan masalahpengangkutan udara dan
Singkat, (PT RajaGrafindo Persada, 2001),Jakarta, halaman 1417Nomensen Sinamo, Metode Penelitian
Hukum, (PT.Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta,2009),  halaman 107

perlindungan hukum terhadappenumpang dan barang;b. Bahan hukum sekunder, yaitubahan hukum yang memberipenjelasan terhadap bahanhukum primer  (buku ilmuhukum, jurnal hukum, laporanhukum, media cetak atauelektronik. dan hasil-hasilpenelitian yang berkaitandengan masalah yang diteliti;c. Bahan hukum tertier, yaitubahan yang memberi petunjukmaupun penjelasan terhadapbahan-bahan hukum sekunderdan primer seperti kamus danensiklopedia.Teknik pengumpulan bahan hukumyang dipergunakan dalam penulisan inidilakukan dengan cara menggali kerangkanormatif menggunakan bahan hukum. Bahanhukum sekunder dikumpulkan berdasarkantopik permasalahan yang telah dirumuskandan diklasifikasikan menurut sumber danhirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.
E. Analisis DataTeknik analisis terhadap bahanhukum dilakukan dengan metode analisisdan kualitatif yaitu penelitian dilakukandengan menganalisa data berdasarkanperaturan  perundang-undangan, disusunsecara berurutan dan sistematis selanjutnyadianalisis dengan metode kualitatif sehinggadapat diperoleh gambaran  secaramenyeluruh tentang akibat dan fakta yangterdapat dalam masalah hukumpengangkutan udara sebagai bentukperlindungan hukum terhadap penumpangdan barang  dalam pengangkutan udara.Selanjutnya dengan  mengunakan metodeberpikir deduktif dan induktif, maka dimulaidari hal-hal yang umum, dan selanjutnyaberalih ke hal-hal yang khusus, denganmengunakan ketentuan berdasarkanpengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentukproposisi-proposisi untuk menarikkesimpulan terhadap fakta-fakta yangbersifat khusus,18 untuk mendapat jawaban
18 Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad,

Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
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terhadap permasalahan yang telahdirumuskan.
IV. Hasil dan Pembahasan
A. Pengaturan Perlindungan Hukum

Pada Pengangkutan Udara.Dalam tata hukum positif nasionalterdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperlindungan hukum terhadap penumpangdan barang pada pengangkutan udara.Peraturan perundang-undangan tersebutantara lain sebagai berikut:1. Undang-undang Nomor 1 Tahun2009 tentang Penerbangan;(Lembaran  Negara RepublikIndonesia  Tahun 2009 Nomor 1)Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia  Nomor4956.192. Ordonansi Penerbangan 1939atau OPU 1939;203. Peraturan Pemerintah Nomor 77Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkutan AngkutanUdara, Peraturan PemerintahNomor 92 Tahun 2011 tentangPerubahan  Atas PeraturanMenteri Nomor  77 Tahun 2011tentang Tanggung jawabPengangkutan Angkutan Udara;214. Peraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia Nomor 49Tahun 2012 tentang StandarPelayanan Penumpang KelasEkonomi Angkutan Udara NiagaBerjadwal dalam Negeri;22
( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman109 19Republik Indonesia, Undang- UndangNomor 1 Tahun 2009  Tentang Penerbangan.20 Ordonansi Pengangkutan Udara(Luchtvervoer-ordonnantie).Ketentuan -ketentuan  tentang pengangkutan udara dalamnegeri. (Ord. 9 Maret 1939) S. 1939-101 padatanggal 1 Mei 1939.21 Peraturan Pemerintah Nomor 77Tahun 2011 Tentang Tanggung JawabPengangkut Angkutan Udara, jo PeraturanPemerintah Nomor 92 Tahun 201122 Peraturan Pemerintah Nomor 49Tahun 2012 Tentang Standar PelayananPenumpang Kelas Ekonomi Angkutan UdaraNiaga Berjadwal Dalam Negeri.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3Tahun 2001 tentang keamanandan keselamatan Penerbangan,Peraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia Nomor 31Tahun 2013 Tentang ProgramKeamanan PenerbanganNasional; 236. Undang- undang Nomor 8 Tahun1999 tentang PerlindunganKonsumen;24Sebagai tanggung jawab perusahaanpengangkutan udara sebagai pengangkutPada perkembangan industri penerbangankomersial di Indonesia dewasa ini, harusdiperhitungkan. Hal terpenting adalahpenyediaan sarana keselamatan dalampenerbangan yang bermanfaat untukmelindungi pemakai jasa angkutan dan jugamenghindari terjadinya hal-hal yangberdampak negatif atau hal-hal yang tidakdiharapkan oleh perusahaan itu sendirikemudian menimbulkan kerugian yang besarbaginya.25Berikut ini disajikan instrumen-instrumen hukum tersebut di atas sebagaiberikut:
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun

2009 tentang Penerbangan.Lahirnya Undang-undang Nomor 1tahun 2009 tentang Penerbangan dilatarbelakangi oleh karena Undang-undangNomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangansudah tidak sesuai lagi sebagaimanadinyatakan dalam mukadimah penjelasannyayang menyatakan: “Di dalam rangkapembangunan hukum nasional serta untuklebih memantapkanperwujudan kepastianhukum, Undang-undang Nomor 15 Tahun1992 tentang Penerbangan, perlu digantidengan Undang-undang ini, karena tidak
23Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun2001 Tentang keamanan dan keselamatanPenerbangan, jo Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2013 Tentang Program KeamananPenerbangan Nasional24Republik Indonesia, Undang- UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen.25 Emmy Pangaribuan Simanjuntak,

Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya,(Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM,Yogyakarta, 1990), halaman 151
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sesuai lagi dengan kondisi, perubahanlingkungan strategis, dan kebutuhanpenyelenggaraan penerbangan saat ini ”.26Dengan lahirnya undang-undang ini makaUndang-undang Nomor 15  Tahun 1992tentang Penerbangan dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi.Undang-undang Nomor 1 Tahun2009  terdiri dari 24 Bab, 466 Pasal. Dari 24bab tersebut yang langsung berkaitandengan perlindungan terhadap penumpangdan barang terdapat pada Bab X, tentangkeamanan dan keselamatan penerbangandan Bab XIII dan XIV tentang angkutanudara.
b. Ordonansi Pengangkutan Udara

1939 (Luchtvervoer-ordonnantie Stb
1939)Ordonansi Pengangkutan Udara 1939yang biasa disingkat OPU 1939 merupakanproduk hukum yang mengatur tentangpengangkutan udara yang dibuat pada masakolonial Belanda. Ordonansi ini diundangkansetelah pemerintahan Belanda meratifikasiKonvensi Warsawa 1929 beserta ProtocolTambahannya pada tanggal 1 Juli 1933.Konvensi tersebut mulai berlaku bagi negeriBelanda, Hindia Belanda (Indonesia),Suriname, Curacalo pada tanggal 29September 1933.27 Ordonansi PengangkutanUdara merupakan ketentuan-ketentuantentang Pengangkutan Udara Dalam negeri,namun sebagian besar dari pasal-pasalnyadiambil dari pasal-pasal yang terdapat didalam Konvensi Warsawa 1929 setelahdilakukan beberapa tambahan ataumodifikasi. Prinsip-prinsip tanggung jawabdalam Ordonansi Pengangkutan Udara inidibuat berdasarkan prinsip-prinsip yangdipakai dalam Konvensi Warsawa Tahun1929, sehingga untuk pengangkutan udaraInternasional berlaku prinsip-prinsiptanggung jawab yang sama, hubungan keduaperaturan tersebut dinyatakan secara tegasdalam pasal 1 OPU. Dari ketentuan pasal 1tersebut pada prinsipnya menyatakan

26Republik Indonesia, Undang- UndangNomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan27E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung
Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap
Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia,
(Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, 2006),halaman 150

memberlakukan Konvensi Warsawa untukpengangkutan udara dalam negeri denganatau tanpa perubahan OrdonansiPengangkutan Udara ini sampai sekarangmasih berlaku lagi meskipun ada bagian-bagian yang sudah tidak memadai lagi untukkebutuhan sekarang ini, sebagai contohdalam pasal 30 OPU,28 masalah ganti rugiterhadap penumpang dan barang sudahtidak berlaku lagi sebab terlalu rendah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 77

Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab
Pengangkut Angkutan Udara.Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun2011 tentang Tanggung jawab PengangkutAngkutan Udara  diundangkan pada tanggal10 Agustus 2011 dalam Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486.Latar belakang diikeluarkannya produkhukum ini adalah untuk menindaklanjutiketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Sebagaimanadinyatakan dalam konsiderannya  bahwakelahiran Peraturan Menteri No. 77 Tahun2011 adalah untuk melaksanakan ketentuanUndang-undang Nomor 1 Tahun 2009tentang Penerbangan. Menurut teoriperundang-undangan produk hukum iniadalah bersifat peraturan teknis. PeraturanMenteri Nomor 77 Tahun 2011 terdiri dari10 Bab 29 Pasal.

d. Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2012 tentang Standar Pelayanan
Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan
Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri;Peraturan ini diundangkan padatanggal 28 September 2012 dalam BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 954. Latar belakang dikeluarkannyaproduk hukum ini adalah untukmenindaklanjuti ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009,sebagaimana dinyatakan dalamkonsiderannya bahwa kelahiran PeraturanMenteri No. 49 Tahun 2012, yang memuat

28 Ordo nansi Pengangkutan Udara(Luchtvervoer-ordonnantie).Ketentuan -ketentuan  tentang pengangkutan udara dalamnegeri. (Ord. 9 Maret 1939) S. 1939-100 padatanggal 1 Mei 1939, pasal 30 ayat 1 dan 2
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tentang Standar Pelayanan Penumpang KelasEkonomi Angkutan Udara Niaga BerjadwalDalam Negeri, adalah untuk melaksanakanketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun2009 tentang Penerbangan dan PeraturanMenteri Nomor 77 Tahun 2011 yang telahmengalami perubahan dengandikeluarkannya Peraturan PemerintahNomor 92 tahun 2011. Menurut teoriperundang-undangan produk hukum iniadalah bersifat peraturan teknis. PeraturanMenteri Nomor 49 Tahun 2011 terdiri dari10 Bab 29 Pasal. Ketentuan yang berkaitanerat dengan perlindungan terhadappenumpang terdapat pada Bab III Pasal 31sampai dengan Pasal 35 tentang PenangananKeterlambatan, Pembatalan Penerbangandan ditolak (Denied).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2001 tentang Keamanan dan
Keselamatan PenerbanganPeraturan Pemerintah Nomor 3Tahun 2001 dikeluarkan untukmelaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentangPenerbangan. Penjelasannya penerbangandilaksanakan secara aman dan selamatsesuai dengan rencana penerbanganyangbebas dari gangguan dan/atau tindakan yangmelawan hukum29 secara jelas dikemukakankegiatan penerbangan penuh dengan risikoyang sangat tinggi, sekecil apapun kesalahanyang dilakukan oleh pengangkut dapatberakibat fatal, yaitu terjadinya kecelakaanpesawat yang dapat mengakibatkan kerugianbagi penumpang. Peraturan Pemerintah inisecara sistematika terdiri dari 14 Bab 104Pasal.

f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan KonsumenUndang-undang tentangPerlindungan Konsumen, diundangkan diJakarta pada tanggal 20 April 1999 dalamLembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42.Perlindungan terhadap konsumen darikegiatan perdagangan para pelaku usaha,dengan suatu anggapan bahwa dengandikeluarkannya peraturan perundang-

29Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun2001 Tentang Keamanan dan KeselamatanPenerbangan, Pasal 1

undangan akan dapat memberikanperlindungan hukum yang optimal terhadapkonsumen, pembentuk undang-undang jugamenyadari bahwa hukum yang ada belummemadai untuk melindungi konsumen.Pengaturan perlindungan hukumterhadap penumpang angkutan udaramenurut peraturan perundang-undangannasional setelah dilakukan pengkajianterhadap peraturan perundang-undanganmaka dapat dinyatakan materi hukum yangberkaitan dengan perlindungan hukumterhadap penumpang adalah menyangkutpenentuan tanggung jawab perusahaanpengangkutan udara terhadap penumpang,penentuan ganti kerugian, dan upaya hukumbagi penumpang yang mengalami kerugian.
B. Tanggung Jawab Pengangkut

pada Pengangkutan Udara
terhadap   Keselamatan
Penumpang dan Barang.Tanggung jawab perusahaanpengangkutan udara sebagai pengangkutadalah penyediaan sarana keselamatandalam penerbangan yang bermanfaat untukmelindungi pemakai jasa angkutan dan jugamenghindari terjadinya hal-hal yangberdampak negatif atau hal-hal yang tidakdiharapkan oleh perusahaan itu sendirikemudian menimbulkan kerugian yang besarbaginya. 30 Dalam pengangkutan adabeberapa hal yang bukan tanggung jawabpengangkut. Artinya apabila timbul kerugian,pengangkut bebas dari pembayaran gantikerugian. Beberapa hal itu adalah:1. Keadaan memaksa (Overmacht).2. Cacat pada barang ataupenumpang itu sendiri.3. Kesalahan atau kelalaianpengirim atau penumpang.Ketiga hal tersebut diakui olehUndang-undang maupun dalam doktrin ilmuhukum. Di luar ketiga hal tersebutpengangkut bertanggung jawab. 31 Dalamhukum pengangkut terdapat tiga prinsip
30Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op.Cit, halaman 15131Abdulkadir Muhammad, Arti Penting

dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga
diIndonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era
Globalisasi Ekonomi, (Yogyakarta: Penerbit GentaPress, 2007), halaman 22
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atau ajaran dalam menentukan tanggungjawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:321. Prinsip tanggung jawab atasdasar kesalahan (the based on
fault atau liability based on fault
principle); Prinsip ini sudahcukup lama berlaku, baik dalamhukum pidana maupun hukumperdata. Dalam sistem hukumperdata kita misalnya, adaprinsip perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad)sebagaimana terdapat dalamPasal 1365. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.2. Prinsip tanggung jawab atasdasar praduga (rebuttable
presumption of liability principle);Seseorang atau tergugatdianggap bertanggung jawabsampai Ia dapat membuktikanbahwa dirinya tidak bersalah.Dengan demikian bebanpembuktian ada padanya. Asasini lazim pula disebut sebagaipembuktian ada padanya. Asasini lazim pula disebut sebagipembuktian terbalik (omkering
van bewijslast). Undang-undangPerlindungan Konsumenmenganut teori ini berdasarkanUndang-undang Nomor 8 Tahun1999 tentang PerlindunganKonsumen.333. Prinsip tanggung jawab mutlak(no fault, atau strict liability,
absolute liability principle);Prinsip ini merupakan kebalikandari prinsip pertama. Denganprinsip ini tergugat harusbertanggung jawab atas kerugianyang diderita penumpang tanpaharus membuktikan ada tidaknyakesalahanTanggung jawab pengangkutterhadap keamanan dan keselamatan sesuaidengan ketentuan Pasal 3 UU No 1 Tahun

32K. Martono, Pengantar Hukum Udara
Nasional dan Internasional, (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 14633Republik Indonesia, Undang- UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, Pasal 19 angka 5

2009 tujuan terselenggaranya penerbanganadalah untuk mewujudkan penyelenggaraanpenerbangan yang  tertib, teratur, selamat,aman, nyaman, dengan harga yang wajar,dan menghindari praktek persaingan usahayang tidak sehat dengan mengutamakan danmelindungi penerbangan nasional,menunjang pemerataan, pertumbuhan danstabilitas, sebagai pendorong, penggerak,dan penunjang pembangunan nasional sertamempererat hubungan antar bangsa. 34Keamanan dan keselamatan penerbanganadalah suatu kondisi untuk mewujudkanpenerbangan dilaksanakan secara aman danselamat sesuai dengan rencana penerbangan.Keamanan penerbangan adalah keadaanyang terwujud dari penyelenggaraanpenerbangan yang bebas dari gangguandan/atau tindakan yang melawan hukum.35Tanggung jawab perusahaanpengangkutan udara terhadap penumpangMenurut Undang-undang Nomor 1 Tahun2009, pengangkut memiliki beberapatanggung jawab terhadap penumpang,sebagaimana diatur dalam Pasal 141 yangmenyatakan:361. Perusahaan angkutan udarayang melakukan kegiatanangkutan udara bertanggungjawab atas :a. kematian atau lukanyapenumpang yang diangkut;b. musnah, hilang ataurusaknya barang yangdiangkut;c. keterlambatan angkutanpenumpang dan/ataubarang yang diangkutapabila terbukti hal tersebutmerupakan kesalahanpengangkut.2. Batas jumlah ganti rugiterhadap tanggung jawab
34 Republik Indonesia,Undang- UndangNomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,Pasal3. 35Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun2001 Tentang Keamanan Dan KeselamatanPenerbangan, Pasal 1 angka 1 dan 2.36Republik Indonesia Undang –Undang

Nomor 1 Tahun 2009. tentang Penerbangan, BabX Pasal 141
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pengangkut sebagaimanadimaksud, jumlah gantikerugian untuk setiappenumpang yang meninggaldunia, cacat tetap, atau luka-luka sebagaimana dimaksuddalam Pasal 141 ayat (1)ditetapkan dengan PeraturanMenteri.Ketentuan mengenai tanggung jawabyang diatur dalam Undang-undang Nomor 1Tahun 2009 di atas hanya menentukanbentuk-bentuk tanggung jawab pengangkutsedangkan persyaratan untuk dapatdipertanggungjawabkan, cara penerapannyadan besaran ganti ruginya tidak diatur.Bentuk tanggung jawab perusahaanpengangkutan udara terdiri dari tanggungjawab terhadap kematian atau luka-lukapenumpang.Dalam hukum pengangkutantanggung jawab ini dikenal dengan tanggungjawab terhadap penumpang, tanggung jawabberikutnya adalah tanggung jawab terhadapbarang.Barang dalam kegiatanpengangkutan udara terdiri dari barangkiriman (cargo), barang yang di bawahpengawasan penumpang atau yang dikenalbagasi tangan yang diletakkan di kabinpesawat, dan barang bawaan penumpangyang dititipkan atau di bawah pengawasanpengangkut atau yang dikenal bagasitercatat. Selanjutnya adalah tanggung jawabpengangkut terhadap keterlambatan.Mengingat di dalam Undang-undangNomor 1 Tahun 2009 ketentuan tentangtanggung jawab pengangkut hanya bersifatpokok atau umum maka diperlukan aturan-aturan yang lebih jelas dan terinci, dengandemikian diperlukan pengaturan yangbersifat operasional atau secara lebih teknis.Sehubungan dengan itu maka di keluarkanPeraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun2011 tentang Tanggung jawab PengangkutAngkutan Udara. Pada Pasal 2 sampaidengan pasal 12  PP No 77 Tahun 2011tersebut, dinyatakan Perusahaan angkutanudara yang melakukan kegiatan angkutanudara  bertanggung jawab atas :37
37Peraturan Menteri PerhubunganNomor  77 Tahun 2011, Pasal  2

a. kematian cacat tetap atau luka-lukanya penumpang yang diangkut;b. hilang atau rusaknya barang, bagasikabin yang diangkut;c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasitercatat;d. hilang, musnah, atau rusaknya kargoyang diangkut;e. keterlambatan angkutan penumpangdan/atau barang yang diangkutapabila terbukti hal tersebutmerupakan kesalahan pengangkut.;f. kerugian yang diderita oleh pihakketiga.Berdasarkan ketentuan yangterdapat di dalam Undang-undang Nomor 1Tahun 2009 dan Peraturan PemerintahNomor 77 Tahun 2011 di atas dapatdisimpulkan bahwa ada tiga bentuktanggung jawab perusahaan angkutan udara,yaitu: Tanggung jawab terhadap penumpang;Tanggung jawab pengangkut terhadapbarang dan Tanggung jawab terhadapketerlambatan.Dalam menentukan tanggung jawabpengangkut diperlukan beberapapersyaratan, dengan demikian tidak semuakerugian penumpang dapat dimintakan gantirugi, hanya kerugian-kerugian yangmemenuhi persyaratan saja yang akandiganti rugi. Persyaratan-persyaratantersebut sebagai berikut:1. Adanya kecelakaan pesawat terbang2. Tentang persyaratan ada hubungandengan pengangkutan udara3. Tentang persyaratan kecelakaanterjadi dalam pesawatTanggung jawab perusahaanpengangkutan udara terhadap barangPengangkutan barang merupakan salah satubentuk produk atau layanan perusahaanpenerbangan. Hampir setiap penumpangyang menggunakan jasa transportasi udaramembawa barang baik barang keperluansehari-hari atau barang untuk dijual kembali.Barang-barang yang dibawa tersebutberaneka ragam jenis antara lain pakaian,perhiasan, alat elektronik dan lain-lain.Kesemuanya itu bernilai ekonomis. Dalamkegiatan penerbangan, barang biasanyadisebut bagasi. Bagasi dibedakan menjadidua yaitu bagasi tangan dan bagasi tercatat:
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a. Bagasi tercatat: Bagasi tercatatadalah barang-barang yang olehpenumpang diserahkan dibawahpengawasan pengangkut, untukdiangkut bersama-sama dalampesawat terbang.38b. Bagasi tangan: Bagasi tanganadalah benda-benda keperluanpribadi yang berada dalampengawasan penumpang sendiridan benda itu tidak melekat padaatau berada dalam pakaianpenumpang.39Kerugian yang dialami olehpenumpang tersebut dalam perspektifhukum merupakan salah satu bentukpelanggaran hukum, menurut hukum salahsatu tanggung jawab pengangkut adalahbertanggung jawab terhadap barangpenumpang sebagaimana dinyatakan dalamUU No 1 Tahun 2009 (yang menyatakanperusahaan angkutan udara bertanggungjawab atas kerusakan, hilang ataumusnahnya barang).40Tanggung jawab perusahaanpengangkutan udara terhadapketerlambatan penerbangan, maka dapatdikemukakan bahwa keterlambatanpenerbangan (delay) tidak sesuai denganwaktu keberangkatan pesawat dari Bandarudara menuju Bandar udara tujuan.Keterlambatan penerbangan akanmenimbulkan konsekuensi bagi penumpangantara lain: akan terlambat tiba di tempattujuan, harus menunggu hinggadiberangkatkan. Keterlambatanpenerbangan bersifat seolah-olahbertentangan (paradoksal) dengan tujuanpenerbangan yaitu cepat tiba ditujuan. Padaketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun2009, yang menyatakan salah satu tanggungjawab pengangkut adalah tanggung jawabterhadap keterlambatan, yangmenyatakan: 41 Pengangkut bertanggung
38E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab

Pada Charter Pesaawat Udara dan Beberapa
Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan,(Bandung. Offset Alumni, 1979),halaman 14839Ibid 15040Republik Indonesia, Undang- UndangNomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal144 41 Ibid, Pasal 146

jawab atas kerugian yang diderita karenaketerlambatan pada angkutan penumpang,bagasi, atau kargo, kecuali apabilapengangkut dapat membuktikan bahwaketerlambatan tersebut disebabkan olehfaktor cuaca dan teknis operasional.Sedangkan untuk batas jumlah ganti rugiterhadap tanggung jawab pengangkutsebagaimana dimaksud dalam pasal 170Jumlah ganti kerugian untuk setiapketerlambatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 146 diatur lebih lanjut denganPeraturan Menteri.42Selanjutnya dalam PeraturanPemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentangTanggung Jawab Pengangkut AngkutanUdara Pada Pasal 2 huruf e Pengangkutwajib bertanggung jawab atas kerugianterhadap keterlambatan angkutan udarakepada setiap calon pengguna jasa angkutanudara. Pada Pasal 9 dinyatakanKeterlambatan angkutan udara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf eterdiri dari:43a. Keterlambatan penerbangan
(Flight delayed);b. Tidak terangkutnya penumpangdengan alasan kapasitas pesawatudara (Denied boarding
passanger);c. Pembatalan penerbangan(Cancelation offlight).Ketentuan pembatasan tanggungjawab pengangkut terhadap keterlambatanyang dicantumkan oleh maskapaipenerbangan di dalam tiket penumpang danbagasi bertentangan dengan Undang-undangNomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sebab pencantuman Klausulbaku dalam perjanjian yang bersifatmembebaskan tanggung jawab pelaku usahadilarang, sebagaimana tercantum: 44

1. Pelaku usaha dalam menawarkanbarang/jasa yang ditujukan untukdiperdagangkan dilarang membuatatau mencantumkan klausula bakupada setiap dokumen dan/atauperjanjian apabila: menyatakan
42Ibid, Pasal 17043 Peraturan Pemerintah MenteriPerhubungan. Nomor 77 Tahun 2011, Pasal 944Republik Indonesia   Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, Pasal 18
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pengalihan tanggung jawab pelakuusaha;
2. Pelaku usaha dilarangmencantumkan klausula baku yangletak atau bentuknya sulit terlihatatau tidak dapat dibaca secarajelas, atau yang pengungkapannyasulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telahditetapkan oleh pelaku usaha padadokumen atau perjanjian yangmemenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikanklausula baku yang bertentangandengan Undang-undang ini.

1. Ganti rugi terhadap kerugian
penumpangMenurut hukum nasional, mengenaibesarnya ganti rugi sehubungan denganluka-luka atau meninggalnya penumpang diatur dalam Pasal 30 OPU 1939 yangmenyatakan (1) Pada pengangkutanpenumpang tanggung jawab pengangkutterhadap tiap-tiap penumpang atau terhadapkeluarganya seluruhnya yang disebut dalamPasal 24 ayat (2), dibatasi sampai jumlah12.500 gulden. 45 Dalam perkembangankegiatan transportasi udara niaga ketentuanPasal 30 Ordonansi Pengangkutan UdaraStbl. No. 100 Tahun 1939 tersebut telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 1Tahun 2009 tentang Penerbangan danPeraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun2011 tentang Tanggung Jawab PengangkutAngkutan Udara, yang diatur pada Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun2011.46Ganti rugi terhadap kehilangan,kerusakan dan musnahnya barang, besaranganti rugi untuk kehilangan, musnah ataurusaknya barang penumpang ditentukan

45 Ordonansi Pengangkutan Udara(Luchtvervoer-ordonnantie).Ketentuan -ketentuan  tentang pengangkutan udara dalamnegeri. (Ord. 9 Maret 1939) S. 1939-100 padatanggal 1 Mei 1939, pasal 30 ayat 1 dan 246 Peraturan Pemerintah Nomor 77Tahun 2011 Tentang Tanggung JawabPengangkut Angkutan Udara, yang diatur padaPasal 3

dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor77 Tahun 2011.47Berdasarkan ketentuan di atas makadapat dinyatakan bahwa perusahaanpengangkutan udara memiliki tanggungjawab untuk mengganti kerugian yangdialami oleh penumpang jika barang yangdibawanya hilang atau musnah, ataumengalami keterlambatan barang khususbarang kargo atau kiriman.Ganti rugi terhadap keterlambatanpenerbangan, tanggung jawab perusahaanpengangkutan udara terhadapketerlambatan telah ditentukan secaralimitatif besarnya nilai ganti rugi. PadaPeraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2011pasal 10 Jumlah ganti kerugian untukpenumpang atas keterlambatanpenerbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 huruf a.48
2. Alat dan Prosedur yang Digunakan

Untuk Menjaga Keselamatan pada
Saat Penerbangan:1. Sabuk Pengaman atau Safety

BeltSabuk Pengaman harus selaluterpasang sewaktu take-off dan
landing dianjurkan untuk selalumemasang seat belt selamapenerbangan. 492. Masker Oksigen atau Oxygen
MaskJika terjadi tekanan di dalamkabin atau cabin altitude lebihdari batasan yang telahditentukan maka masker oksigenakan keluar secara otomatis dariatas tempat duduk.3. Baju Pelampung atau Life
Vest 50 Lokasi baju pelampung,biasanya terletak di bawahtempat duduk dan mudahdiambil, bagaimana caramenggunakan dan mengikatnya,dan bagaimana caramengembungkannya.4. Kartu Keselamatan atau Safety
Information Card or Safety
Leaflet, kartu keselamatan

47Ibid, Pasal 548Ibid, Pasal 10,11 dan 1249Majalah bulanan lion air edisi bulanApril 201550Ibid
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terletak di kantung kursi dihadapan penumpang.5. JalurPintu Evakuasi, dan RakitKeselamatan Keluar daripesawat, pintu mana saja yangdapat digunakan.6. Aturan selama dalampenerbangan :a. Meletakkan barang bawaandi ruang penyimpanan di atasatau di bawah tempat dudukdi hadapan anda,  sewaktu-waktu terjadi evakuasi makabarang bawaan tidak akanmenghalangi jalur evakuasi;b. Menegakkan sandaran kursisaat lepas landas dan sesaatsebelum mendarat;c. Melipat meja yang terbukapada saat lepas landas,mendarat, dan jika tidakdigunakan pada saatpenerbangan;d. Menurunkan sandarantangan;e. Membuka penutup jendelapada saat lepas landas danmendarat;f. Menon-aktifkan alat-alatelektronik seperti MP3,laptop, CD, handphone, danlain-lainnya,  tidak merokokselama penerbangan;
C. Upaya Hukum bagi Penumpang

yang Mengalami Kerugian dalam
Kegiatan Pengangkutan Udara.Upaya hukum yang dapat dilakukanoleh penumpang apabila maskapai yangbersangkutan tidak memberikan gantikerugian, yaitu dengan gugatan,  mengenaitanggung jawab pengangkut harus diajukandalam jangka waktu dua minggu, terhitungdari saat tibanya pesawat udara di tempattujuan, atau mulai dari hari seharusnya tiba,atau mulai dari pengangkutan udaradiputuskan. Bila tidak, maka hak untukmenuntut terhapus. 51 Penumpang yang
51 .Ordonansi Pengangkutan Udara(Luchtvervoer-ordonnantie).Ketentuan -ketentuan  tentang pengangkutan udara dalamnegeri. (Ord. 9 Maret 1939) S. 1939-100 padatanggal 1 Mei 1939, pasal 36

merasa telah dirugikan oleh pihak maskapaipenerbangan mempunyai hak untukmenuntut haknya sebagai penumpang ataskejadian-kejadian selama di dalam ruanglingkup tanggung jawabmaskapaipenerbangan yang sudah diatur didalam Undang-undang Penerbangan Nomor1 Tahun 2009 Ordonansi PengangkutanUdara statblat No. 100 tahun 1939 danPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 77Tahun 2011 tentang Tanggung JawabPengangkut Angkutan Udara. Penumpangjuga mempunyai hak sebagai konsumen yangdilindungi oleh Undang-undang Nomor 8Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen. Upaya-upaya hukum yang bisadilakukan masing-masing pihak untuk tidaksampai ke jalur pengadilan biasanya melaluiupaya hukum non litigasi atau upaya hukumdiluar pengadilan untuk mendapatkan hasil“win-win solution” bukan dengan “win-lost
solution” yang biasa diperoleh setelahmelalui proses litigasi ataumelaluipengadilan, dengan kesepakatan yang didapat dariproses non litigasi maka tidakperlu sampai melakukan tuntutan kepengadilan. 52 Pada prinsipnya prosesnegosiasi dengan melibatkan dua orang ataulebih yaitu para pihak yang salingmembutuhkan keterlibatan satu sama lainuntuk mencapai hasil bersama, para pihakyang bersangkutan menganggap prosesnegosiasi adalah cara terbaik untukmenyelesaikan sengketa karena itu parapihak harus mempunyai harapan akansebuah hasil akhir yang terima oleh keduabelah pihak yang bersengketa.53Kewajiban perusahaanpenerbangan adalah memberikompensasi, ganti rugi dan/ataupenggantian kepada penumpang. Pasal144 Undang-Undang Penerbanganmenyebutkan bahwa pengangkutbertanggung jawab terhadap kerugianyang diderita oleh penumpang karenabagasi tercatat hilang, musnah atau rusak

52 R. Benny Riyanto, Alternatif
Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Rajawali Pers,2000), Halaman 153Felix Oentoeng Soebagjo.1995 Arbitrase
di Indonesia, SeriDasar Hukum Ekonomi 2.(Jakarta:Ghalia Indonesia), Halaman 3
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yang diakibatkan oleh kegiatan angkutanudara selama bagasi tercatat beradadalam pengawasan pengangkut. 54Tanggung jawab pengangkut terhadapbagasi kabin merupakan suatu bentuktanggung jawab bersyarat, 55 karenasyaratnya apabila pihak penumpangdapat membuktikan kesalahan pihakpengangkut, maka maskapaipenerbangan (orang yangdipekerjakannya) akan bertanggungjawab terhadap  kehilangan ataukerusakan bagasi kabin seperti yangdiatur dalam Pasal 143. 56 Apabilapenumpang tidak dapat membuktikankesalahan pengangkut, maka pihakpengangkut tidak memberikan gantiterhadap bagasi kabin.
1. Penyelesaian sengketa melalui

pengadilanUpaya hukum bagi pihak yangmelanggar hukum, yaitu Setiap konsumenyang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui lembaga yang bertugasmenyelesaikan sengketa antara konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilanumum.57Gugatan melalui pengadilan hanyadapat ditempuh apabila upaya tersebutdinyatakan tidak berhasil oleh salah satupihak atau oleh para pihak yangbersengketa.58Apabila penumpang pengangkutanudara yang ingin melakukan gugatanterhadap perusahaan penerbangan melaluijalur pengadilan. Berkenaan denganketidakpuasan pihak yang mengajukan klaim
54Republik Indonesia, Undang- UndangNo. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,Pasal144.55. Ibid, pasal 1 Angka 25.56. Ibid, Pasal 14357 Republik Indonesia, Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen,  Pasal 4558 . Usman Adji, Sution, dkk.,Hukum

Pengangkutan di Indonesia, (Jakarta: PT RinekaCipta, 1991), halaman 25-26

ganti rugi, maka tuntutan ganti kerugiandapat diajukan pada:59a. Pengadilan negeri di wilayahkantor pusat penerbanganberada;b. Pengadilan negeri di wilayahtiket dibeli.c. Pengadilan negeri di wilayahtempat tujuan perjalanan atau;d. Pengadilan negeri di wilayahperwakilan perusahaanpenerbangan beradaAdapun proses pengajuan gugatanganti kerugian penumpang kepadaperusahaan penerbangan sebagaipengangkut melalui pengadilan negerisebagai berikut:601. Penumpang atau ahli warismembuat permohonan gugatankepada ketua pengadilan negeri,syaratnya sebagai berikut;a. Gugatan harus ditulis danditandatangani olehpenggugat atau kuasahukumnya;b. Gugatan harus berisipenjelasan hubungan hukumantara penumpang denganpengangkut sebagai tergugat;c. Gugatan harus menjelaskanalasan diajukan gugatan,artinya surat gugatan gantikerugian dijelaskanterperinci, alasan–alasanpenggugat mengajukangugatan tersebut;d. Gugatan harus menjelaskanapa yang dimohon penggugatsupaya diputuskan dandiperintahkan oleh Hakim.2. Surat gugatan yang diajukan,maka harus membayar biayaperkara gugatan melalui paniterapengadilan negeri;
59 . H.K Martono dan Ahmad Sudiro

Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-
Undang RI No.1 tahun 2009 (Jakarta : RayaGrafindo Persada, 2010) halaman 31560. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata:
Gugatan, Persidangan, penyitaan,  Pembuktian &
putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)halaman 99



Mercatoria Vol. 9 No. 1/Juni 2016 ISSN No: 1979 – 8652

49

3. Surat gugatan oleh paniterapengadilan negeri dimasukkandalam daftar urutan perkara;4. Hakim yang mengadili gugatantersebut menentukan hari dantanggal pemeriksaan perkara;Alat bukti surat yang diperlukanuntuk pengajuan gugatan ganti kerugiansebagai berikut: 611. Surat bukti pembayaranpengangkutan yaitu tiketpenumpang yang membuktikantelah ada hubungan hukumantara penggugat dan tergugat;2. Surat keterangan dokter yangmenerangkan bahwa benarpenggugat sedang dalamperawatan atau pengobatanakibat kecelakaan pengangkutanudara;3. Surat kwitansi obat-obatan atauresep dokter atau buktipembayaran operasi;4. Akte perkawinan( surat nikah);5. Akte kelahiran;6. Kartu keluarga
2. Perlindungan asuransi bagi

penumpangAsuransi tanggung jawab, terdiri daritiga jenis yaitu: 621. Passengers Liabilty Insuranceadalah tanggung jawab untukpenumpang yang luka atau tewas.2. Cargo Liability Insurance adalahasuransi tanggung jawab untukbarang.3. Third Party Liabilty Insuranceadalah asuransi tanggung jawabterhadap pihak ketiga yangmeliputi bodily injury (kematian)dan property damage yangdiakibatkan oleh kecelakaan.Secara operasional, risiko diartikansebagai uncertainty of financial loss(kerugian yang tidak pasti). Jadi risikomempunyai dua unsur, yaitu ketidakpastiandan kerugian (uncertainty dan loss) Apabila
61. Ibid, halaman 10162. R.Ali Ridho, Hukum Dagang Tentang

Aspek-aspek Hukum dalam asuransi Udara dan
perkembangan, (Remaja Karya Bandung,1986),halaman 71.

dalam definisi itu dibicarakan tentangketidakpastian, dapat diartikan bisamenderita suatu kerugian. Namun hal initidak berarti akan terdapat kerugian dalamasuransi. Disini ada unsur keragu-raguanatau ketidakpastian.63Di Indonesia, asuransi penerbangansecara yuridis pertama kali diatur dalamUndang-undang Nomor 33 Tahun 1964tentang Dana Pertanggungan WajibKecelakaan Penumpang, disusul denganUndang-undang Nomor 15 Tahun 1992tentang Penerbangan yang sudah mengalamiperubahan menjadi Undang-undang Nomor1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun1965 tentang Ketentuan-KetentuanPelaksanaan Dana Pertanggungan WajibKecelakaan Penumpang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 1965.64Yang ditunjuk mengelola dananya adalah PT(Persero) Asuransi Jasa Raharja, sehinggaasuransi wajib ini sering dinamakan dengan“Asuransi Jasa Raharja”.Penumpang angkutan udaramembayar premi asuransi ketika merekamembeli tiket, yang fungsinya untukmenjamin keselamatan setiap penumpangangkutan udara selama satu kali perjalanantermasuk transit. 65 Tentang penetapanjumlah pembayaran santunan dan iurandana pertanggungan wajib kecelakaan sesuaidengan Peraturan Menteri KeuanganNOMOR : 37/PMK.010/2008 TentangBesaran santunan dan iuran wajib danapertanggungan kecelakaan penumpang alatangkut penumpang umum di darat,sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut,dan udara, pada Pasal 3 dinyatakan:1. Penumpang yang menjadi korbanakibat kecelakaan selama beradadi dalam angkutan penumpangumum di udara atau ahli
63 .Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan

Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk
Base Capital (RBC),( BPFE, Yogyakarta, 2003),halaman 1164. H.K. Martono dan Amad Sudiro, Op.
Cit., halaman 20265 Radiks Purba, Mengenal Asuransi
Angkutan Darat dan Udara,( Djambatan, Jakarta,2009), halaman 242
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warisnya berhak memperolehsantunan;2. Besar santunan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1)ditentukan sebagai berikut:a. Ahli waris dari penumpangyang meninggal dunia berhakmemperoleh santunansebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).b. Penumpang yang mengalamicacat tetap berhakmemperoleh santunan yangdihitung berdasarkan angkapresentase sebagaimanaditetapkan dalam pasal 10ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan DanaPertanggungan WajibKecelakaan Penumpang daribesar santunan meninggaldunia sebagaimana dimaksuddalam huruf a.c. Penumpang yangmemerlukan perawatan danpengobatan berhakmemperoleh penggantianbiaya perawatan danpengobatan dokter palingbesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).Berdasarkan ketentuan di atasJumlah santunan yang meninggal karenakecelakaan pesawat adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PTAsuransi Jasa Raharja), Sedangkan yangmengalami luka-luka yang memerlukanperawatan dokter, diberikan biayaperawatan maksimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),dasarnya adalah setiap penumpang telahmembayar iuran kepada Jasa Raharja yangmelekat pada harga tiket pesawat.Seorang penumpang jika mengalamikerugian akibat kecelakaan (accident) makaia harus menerima ganti rugi dari pihakasuransi, ini wajib diberikan sebagai

kelanjutan tanggung jawab dari pihakpengangkut.66
V. Penutup
A. Kesimpulan1. Pengaturan mengenai perlindunganhukum terhadap penumpang danbarang pada pengangkutan udara,diatur dalam Undang-undang,perjanjian, dan kebiasaan. Hukumpengangkutan udara adalah bersifatkeperdataan, ketentuanpengangkutan udara yang dijumpaidalam hukum udara positif diIndonesia adalah : OrdonansiPengangkutan Udara Stbl. 1939 No.100, Undang-Undang No.1 Tahun2009, dan Undang-Undang No.8Tahun 1999. Hukum pengangkutanudara harus memperhatikanpengaruh dari konvensi-konvensiInternasional, konvesi Warsawayaitu perjanjian untuk menyamakanbeberapa ketentuan dalam halpengangkutan udara Internasional.2. Tanggung jawab pengangkutterhadap keselamatan penumpangdan barang dalam pelaksanaanpengangkutan udara termasuk dalambentuk tanggung jawab berdasarkan

Prinsip presumption of liability/
presumtion of fault/ presumtion of
negligence. Pengangkut bertanggungjawab untuk kerugian yang dideritaoleh penumpang atau seorangpengirim barang karena penumpangterluka atau tewas, atau bagasinyarusak atau hilang, atau rusaknyabarang kiriman dan keterlambatandatang. Pihak yang dirugikan tidakperlu membuktikan haknya atasganti rugi. Sedangkan Prinsip
limitation of liability tanggung jawabpengangkut dibatasi sampai jumlahtertentu, prinsip ini yang mendorongpengangkut untuk menyelesaikanmasalahnya dengan jalan damai. Dan
Prinsip absolute liability atau strict
liability pengangkut bukan lagidianggap bertanggung jawab, tetapi
66.Tohir Suriatmadja, Masalah dan Aspek

Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional, (CV.Mandar Maju, Bandung, 2006), halaman 33
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pengangkut dianggap selalubertanggung jawab tanpa adakemungkinan membebaskan dirikecuali kalau yang dirugikanbersalah atau turut bersalah dalamtimbulnya kerugian pada dirinya.3. Upaya hukum bagi penumpangpengangkutan udara yang merasaatau mengalami kerugian dapatmengajukan gugatan atau klaimkepada perusahaan penerbangan,penyelesaian gugatan atau sengketadapat ditempuh melalui dua jaluryaitu jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan. Penumpangtransportasi udara dapat melakukantuntutan ganti terhadap perusahaanpenerbangan melalui jalur BadanPenyelesaian sengketa Konsumen,dan atau Pengadilan Negeri, denganmengajukan gugatan, baik olehpenumpang atau oleh ahli warisnya,melengkapi  alat bukti surat-surat,dan yang menjadi dasar hukumnyaadalah Ordonansi PengangkutanUdara Stbl  No. 100 Tahun 1939,Undang-undang Nomor 1 Tahun2009 Tentang Penerbangan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Sesuaidengan Peraturan Menteri KeuanganNomor: 37/PMK.010/2008 tentangBesaran Santunan dan Iuran WajibDana maka santunan kepadapenumpang pesawat udara yangmeninggal dunia diperoleh dari PT.Asuransi Jasa Raharja.
B. Saran1. Kepada Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia sebagai lembaganegara yang berwenang di dalamurusan transportasi nasionalkhususnya Direktorat JendralPerhubungan Udara sebagai Pembinayang mengatur, mengendalikan danmengawasi pengangkutan udaraterhadap maskapai penerbanganyang memberikan pelayanan burukbagi pengguna jasa angkutan udarayang mengalami keterlambatan,menderita kehilangan barang ataukecelakaan pesawat diberikan ganti

kerugian yang wajar dan memadai,serta adanya pengaturan yangmemberikan sanksi tegas kepadamaskapai penerbangan jika tidakmemberikan kompensasi atau gantirugi kepada penumpang pesawat.2. Kepada para penumpang agar lebihberhati-hati dan lebih bijak dalammemilih model transportasi,mempertimbangkan dari segikeamanan dan kenyamanan untuksampai ke tujuan dengan selamat,selama dalam penerbanganpenumpang wajib mematuhipetunjuk atau aturan- aturan  tentangkeamanan dan keselamatan bersama.3. Perusahaan penerbangan diIndonesia agar lebih memperhatikandan mengutamakan keselamatanpenumpang sebagai bentukkomitmen dan proritas dalammemajukan transportasi sertamelaksanakan tanggung jawabnya,apabila terjadi hal-hal sepertimengalami keterlambatan,kecelakaan atau kehilangan barangbagasi milik penumpang yangdisebabkan kesalahan pihakmaskapai penerbangan yang sudahdiatur di dalam Undang-undangNomor 1 Tahun 2009, dan PeraturanMenteri Perhubungan Nomor 77Tahun 2011, sepatutnyadilaksanakan agar Penyelesaianmelalui pengadilan adalah upayaterakhir. Penerapan sanksi yangtegas dari setiap kerugian yangdialami oleh penumpang dapatterselesaikan tanpa harus melaluijalur hukum. Pihak Asuransi dapatmemberikan pengetahuan umumkepada masyarakat seputarkecelakaan penumpang angkutanudara, atau hal-hal apa saja yangdapat dan yang tidak dapat dipenuhiuntuk pemberian ganti rugi, serta apayang seharusnya dilakukanpenumpang atau ahli warsisnya danbagaimana cara untuk mendapatkanganti rugi.
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